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Abstrak
 

Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan yang melindungi hewan peliharaan dari penganiayaan, yaitu

KUHP dan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ternyata peraturan tersebut belum efektif mencegah

masyarakat untuk melakukan perbuatan yang dapat menyakiti, melukai, maupun menyebabkan penderitaan

lainnya terhadap hewan peliharaan. Pasal 302 KUHP merupakan ketentuan yang sudah lama diatur, namun

dipandang masih kurang memuaskan dalam menanggulangi perbuatan penganiayaan hewan peliharaan.

Semakin maraknya kasus penganiayaan hewan peliharaan di Indonesia membuat aktivis pecinta hewan dan

segenap masyarakat lainnya menghendaki pemberian sanksi pidana yang lebih berat dalam RKUHP. Akan

tetapi, pengambilan kebijakan hukum pidana harus tetap dilakukan secara rasional dan upaya tersebut dapat

dilakukan dengan melihat pada pengaturan yang telah ada di Indonesia, ketentuan dalam KUHP negara lain,

serta dari rancangan ketentuan untuk masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-

normatif dengan pendekatan historis dan perbandingan hukum. Kesimpulan dari hasil penelitian

menunjukan bahwa penganiayaan hewan peliharaan masih dipandang sebagai perbuatan yang layak untuk

dipidana dan sanksi pidana yang dikenakan di Indonesia lebih rendah daripada yang dikenakan oleh negara

lain. Pengaturan tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan yang ada di Indonesia sudah dapat menjerat

perbuatan – perbuatan yang terjadi dalam praktik. RKUHP pun masih memiliki ketentuan tentang

penganiayaan hewan, namun terdapat beberapa perubahan, baik dalam bentuk perbuatan yang termasuk

penganiayaan hewan, maupun ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Satu perbuatan

yang sebaiknya tetap dipertahankan sebagai tindak pidana adalah penelantaran hewan peliharaan, sebab hal

ini akan mendorong pemeliharaan dan kepemilikan hewan secara bertanggungjawab.

......Indonesia has several provisions to protect pets from abuse that can be found in Criminal Code and

Husbandry and Animal Health Act. The regulation has not been effective to prevent people from doing

actions that can hurt, injure, or cause other suffering to pets. Article 302 of the Criminal Code (KUHP) is a

provision that has been regulated for a long time, but it is still dissatisfying to overcoming pet abuse. The

increasing number of pet abuse cases in Indonesia has affected animal lover activists and all other members

of the society want the criminal sanctions in the draft of Criminal Code (RKUHP) more severely punished

than before. However, criminal law policy must be carried out rationally, and it can be done by looking at

the existing laws (ius constitutum) in Indonesia, regulations in the Criminal Code of other countries, and the

draft privisions for the future law (ius constituendum). The research is a juridical-normative research with

historical and comparative law approach. The results of the research shows that pet abuse is still seen as an

act that deserves to be punished and the criminal sanction in Indonesia is lower than those imposed by other

countries. The regulation of pet abuse in Indonesia has been able to ensnare the actions that occur in

practice. The draft of Criminal Code still has a provision regarding to animal abuse, but there are some

changes in the form of acts that include animal abuse and the threat of criminal sanctions that can be

imposed to the perpetrators. One act that should be kept as criminal offense is the neglect of pets in order to
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encourage responsible animal care and animal ownership. 


